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ENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK {TK} YPK PNIEL 5P.4

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN CGLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTURNI

Mewujdkan
aktif

memiliki kekuatan mental spiritual

Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

suasana belajar dan proses pembelajaranagar peserta  didik  secars

mengembangkan potensi dirinya untuk

pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasn, akhak mulia ,serta ketrampilan, dan

kernampuan dalam  bidang pengelahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya

dalem Kehiduoar bermasyarakat ,berbangss dan berncgara.

hahwa untuk menghadapi cra zlobalisasi datarm menjalankan  fungsinya bagl

lembega pendidikan non forma! maka periu diberikan ijin operasional.

Bahwa o Kebupsten Teluk Bintuni periu adanya lembaga lembaga

yang

bergerak di berbagai layanan pendidikan non formal yang dapat membantu

masyarakat yang kesulitan menempuh pendidikan formal.

bahwa demi tertihnya penyelenggeraan Pendidikan formaia dan  Nonformal

perhu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olshrags Kabupaten Teluk Bintuni,
o F

Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sidtim Pendidikan Nasional;

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistim Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 1ahun 2003 tentng Keuangan Dazral;

Undang-Undang Npmor 33 Tehun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antar

Pemerintah Pusat dan Daerah;

Tahun 2001 tentang
Republik

Gonami “husus bagl

Tahun 20301 Nomaor

Undang- Homor 21

{lambaran

Ungdang

nsi Papud Negara indonesig

135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla nomor 4151} sebagaimana
rafah dighan denpan Undang-Undeng  Nemor 21 Tahun 2001
tentang  Otonomi Propinsi  Papua menjadi Undang-Undang

Tatun 2002 Nomaor 129, Tambahan

nesia Nomor 4884 );

O —————




6. Undang-Undang Momor 26 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupaten
Sarmi , Kerom, Sorong Sclatan, Reja Ampat, Pegunupgan Bintang
YehukimoTolikara, Kabupaten Waropen , Kabupaten Asmat,Kabupaten Kaimana,
Teluk Bintuni, dan Teiuk Wondama di Propinsi Papua Barat
{Lembaran Negara Tehun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Momaor 4245)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1% fahun 2005 tentang  Standar Nasional
Fendidikan  [Lembaran Negara Republik Indoniesia - Tahun 2005 Nomor 41

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4496);

Daerah [Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
fengawasan  Penyelenggaraan  Pemeriniah  Daerah {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 4503};

38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan

—

0. Peratu Pemerintah Nomaor

Femerintah antara Pemerintah , Pemerintah  Propinsi dan Pemerintah___.-

Kahupaten /Kota (Lembaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tshun 2006 tentang Pedoman
Pengeloloan Keuangan Dacrah schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Megeri Nomor 59 Tahun 2007;

12, Peraturan  Daerah Kahupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pokok-Fokok Pengeiclaen Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2010 Mamar 57, Tambahan Lermbaran Maerah
Kabupalen Teluk Bintuni Nomor 30);

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0G0/U /2002 Tentang

pedomar Pendirian Sekolah;

i1. Peraturan Menieri Pendidikan Nasionzl Republik Indonesia Nomior 58
Tahun 200% tentang Standar Pendidikan Analk Usia Dini

MEMUTUSKAN

sepala syarst vyang diperlukan dan telsh  beroperasional

Setelalh  memenuhi
sejak  Tehun 2012 maka  berhak diberikan  fjin Cperasional

Kepada Nama Lembaga

Mama CTROYFK PNIEL SP.4
Yayasan YPK
Tahun Pendinan C1bjull 2012

Alamnat D sBA
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Kedua © Lembagz  Pendidiken Anak Usia Dini terscbut dalam DIXTUM PERTAMA

diwajibkan melaksanakan, melayvani dan meningkatikan mutu pendidikan .

Ketiga ¢ ljin Operasional  ini dapat di cabut dan stau ditutup sementara wakiy apabila

Yeyasan / Lembaga/ Pengeloia/Tutor/ Pengasuh mentelantarkan anak didiknya dan
atau  lembaga  tidak menjalankan tugas dan fungsinya sepagaimana
mestinya. )

Keempat o lin Cperasional ini berlaku sejek tanqqgal 3 Marer 2015 dan berakhir sejak tangaal 3

Maret 2017,

xelima . Hai-hal yang belum diztur dalam keputusan ini akan diatur iebih lanjut dalam

-
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keputusan tersendiri.

ChETs : Keputusan  ini berizku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian  hari
p 88 8
ternyata lerdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nitetapkan »di Bimtuni

Pade Tanggai @ 03-03-2015

Plt.Kepala Dinas-—#eadidikan Pemuda can Clahraga
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luk Bintuni.
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Gupati Teluk Bintuni;

2. Kabag. Hukum Setda Kebupszien Teluk Bintuni di Bintuni;
Parz Pengelolz Yayasan dan Organisasi Mitra;

4, Szkolah yang hersangkutan;

5. Arsip,




